
BAB III
.*.I{ASIL PBNELITIAN DAN PBMBAHA S AN

l. Hasil Penelitian

Penelitian penegakan hukum (latv enfurcentent) di Kota Pekanbam ini tekah berhasil

mengungkapkan clata tentang perkara tinclak pidana yang terjadi di masy'arakat pada tahun 2001-

2002. Data tersebr.rt diperoleh dari instansi Kepolisian yaitu Poltabes Kota Pekanbaru yang menunjukkan

peningkatan setiap tahun. Begitu juga dengan datii perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan untuk

diproses pada tahap selanjutnya kepada instansi Pengadilan.

Data yang clipcrolch ini aclallh cluri bcbcrapa.icnis pcrkara tinclak ff,fi na yang tcrjacli cli

masyiuakat. Nirnrun ticlak scnrut jcnis tincllk piclana tcrscbut yang cliLrngkapkan karcna ada bcbcrapa

tincllk picluna yang.iurllahnya ticltk bunyak. Data irri aclalah clari h:lrrapa tindak pidtna yang jumlahnya

mcnun jukkan angka y:rng lcbih clari lirna pcrkara al"as sctiap.icnis pcrkara'

Dcpgtn cluta yurrg tcluh drhirnltun ini, pcncliti nrcncoba tttcmtrcrikan tambat'an trahrva tindak

picllrlr yarrg tcrjucil cli rnlsyarukat scliap tuhurt.iuntlitltttya tttcttitrgkitt tclrts. Sclain ::ii.iLrga lllcllsqanllrat'katt

bagaimana proscs pencgakan hukumnya oleh tiga instansi pencgak httkttm,1'airu Kepolisian- Kejaksaan

clan pcngadilan setiap tahun menujukkan angkt yang mcnLlrun. Kondisi ini nxnimbulkan tanda tanya

baglimana kecluii data ini bisa te{atli clan clengan paracloksnya kedua data ini r ane seharusnya berjalan

secara linier agar hr-rkum itu benar-benar dapat dilaksanakan, ternyata terdapal kendala.

Dengan metode pendekatan Friedman dan senada clengan pendapat ftof. Satjipto Rahardjo,

SH, tentang penegakan hukum ini, yaitu dipengiuuhi oleh Sr-rbtansi Hukumnya- Apcrat Penegali Hukumnya

ilan IlLrclaya Miisyarakatnya. l)ict{rii untuk nrcngLrngkapkan lcbih liras lagi ho... rtnelitian rni sehingga

clapat mentberikan gantbaran balrrva tclah tcrjacli penyuntbatatt cialam proses 1':r.e gakan huiium karena

ticJak scsr.rai pepcrimaan pcrkara clcngan ilcnyclcsaian pcrkara di Pengadili:.- :erta me ngungkapkan

data faktor-faktor yang mempengaruhinya yang cliakhiri <iengan mei:<Je yang tepat untuk



menanggulangnya

Bagaimanapelaksanaaan penegakan hukum di Kota Pekanbaru dari segi proses penyelesaian

perkara yang terjadi di masyarakat, mulai dari pelaporan di Kepolisian, dilimpahkan ke Kejaksaan

serta pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan dalam wilayah hukum Kota Pekanbaru

selama tahun 2001-2002dapatdilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 9
P e rb andin gan P e ne inraan P e rkara dan

Penyelesaian Perkara Pada Instansi Penegak Hukunt
di Kota Pekanbaru Tahun 2001'2002

STATUS I'ERKARA KDPOI,ISIAN
R.I

KIiJAKSAAN
NtIG I!RI

PEIiG ADII-AN
NEG ERI

200 I 2002 200 I 2002 2001 2002

(l) (2\ (3 ) (4) (5) (6) (7 )

PIiITKAITA YANC DI'It]I{IM A I 387 1.493 ll0 5 00 .lJ6 530
t

I'I]RKARA Y ANCJ DIPI{OSI]S 4 5.1 6 -'t^l 130 5 00 ll9 510

isr:r.rsrrr -| 9:t _l ti59 0 0 91 0

t,RostiN'l'ASII
I'lilt l] A N l) IN C A N I', I',lilt K A I{ A

YANG DIl'EI{IMA DAN YANC

I)I PROSiJS

6l ,2'"1, 51 .5'n 0')tr, 0(,1 2 l .l'i E'tr,

Strrttltcr: Dutrt dipcrglcft rluri I'oltaltcs, Kttjoksrtott Ncg,ttt'i, Putgodilan NegL'ri di wila|oh hukutrt

Kotu Pckonbant taltutt 2003.

Dari dtrta tersebut di atas nampak bahwa proses yang dilalui oleh masyiu-akat selama ini dalam

menyelcsaikan perkala yang terladi mulai dari tingkat Kepolisian sebagai lemba-ea penyidik kemudian

diajgkan ke Kejlksaan untuk menuntut sampai pada proses di Pengadilan untr,tk memperoleh keputusan,

selarna tahLrn 200 I -2002 nicntrnj ukkan :

l. Lcprbaga Kcpolisian pacla tahr.rn 2001 banylik pcrkara yang tidak iimlljttltan proses

pcnrcriksaanpyl scbatiyak 933 kasus lebih clari 50 %, pcrkat'li tidrl' tiialLrkan iiepada

Kejaksaan (PengntLrt UrnLrm). Kalau clilihat dari segi kuantitas dan kualitas sumberdaya

manusia clan kapasitas yang acla dl lernbaga Kepolisian dapat dinilai nasih kuran g. Padtt
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tahun 2002 $anyak perkara yang tidak ditindak lanjuti sebanyak 859 secara garis besar masih

lebi h dari 50 7o perkarayan g ti dak di ti ndak lanj utizl

2. PadapmbagaKejaksaan pada tahun 2001 dan tahun 2002 tidak adaperkara yangbelumdi

proses ke Pengadilan.

3. trmbagaPengadilanpadatahun200lterjaditunggakanperkarasebanyakZl,Tvo dan20fJ2

tidak ada tunggakan perkara. Perbandingan perkara masuk dengan perliara yang menunggak

berada di bawah 50 %.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa ticlak tuntasnya penegakan hukum yang dilakukan oleh tiga

instansipenegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dari peristru a prelanggaran hukum

yang teriadi cli masyarakat. Hal ini nampak clari ticlak semua prkara yang tcdadidalun rnasyiu'trkat seFrli

yingchlaporlankcpaclaKcpolisiurclapatchrclcsaikiurscclulhukum.Olclikiucnlitu,*rgtinstansiirli bclulrt

'l.'pg mcnuniukkan kcprrcla masyaraklt lrahrvu usirs kcsamitan di mitta hr.rkum itrt ttnar-lrcnar hants

cliwuiLrclliiur. Arlinyasctrapor:ng (siapirpLurclur) kulau rnclimgglu'hLkurn hlutts mcncrinuslutksickur sr:s:tltlttlg

yane clikltlkap lrr:rsulah (nrclarrggtr hLrkurn) aclalah atls clasar putusan Pcngadilan. bttkan tllch kcpttttrsan

apamt Kclxrlisiarr atatr Kcjaksaan.

D:rta cli atas tclah tcr.iacli pristiwa lrclarrgrlrarr lrultrm yang dihinrputt olch Kcptllisian pacla tahrrrt

2t111 t scbayuk 1.387, lalLr yang cliscrahkan kc Keiaksaan untLrk dipr oses ]ranya'15J. Akan tctapi, datit yan-l

cliperoleh cli Kejaksaan Jrenerimaan pcrkara ckui Kepolisian hanya scbesar'330 diur selunth Perkara tersebut

telah berhasil di proses sampai ke Pengadilan. Maka untuk tahun 2001 saja, ada peristiwa pelanggaran

hukum yang belum cliproses sebanyak 933 kasus, namun data yang diperoleh d:Lri kejaksaan tahun 2001

hanya menerima perkara sebanyak 330, oleh karena itu ada lagi kehilangan perkara yang belum di pro:e'

bertambah sebzuryak 124pe1kara. Jumlah inisargatbesar, sebab akanmenggamba*an adanya ketidakpastta:

hukumclimatamasyiuakat. Apalagi prkiulitumcnymgkLrtbanyakorangseliunpiir-a3hali'yiurumasyara*:

yang 
'rcnclcngir 

clm mclihat secara lemgsung ticiak aciimya pcnyclesirian h ukutr tcrh;.i;-rp mercka, sehingr''

seniakin banyaklah nlasyarakat yang lncngilnggap Lrahwa pcncgakan hr'tkrtrn jt''t srng'tt re ndah'

rmlahpenduduk(l:200),tenagakepolisiansecar:kuantitasmasihbelum

cukup memadai dan secara kualitas masih jauh dari yang diharapkan terutama menindakkiluti perkara pidana yang

ada kaitannya dengan perdata atau administrasi'
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Begitulugadengarrpenyelesaianperkarapacliitahun2002,adal.4g3kasusyangterjadidi

Kepolisian. Dari jumrah itu telah diserahkan ke Kejaksaan sebanyak 634, akan tetapi data yang diperoleh

diKejaksaanhanyamenerimakasussebanyak500danseluruhnyadiserahkanuntukdiprosesdi

Pengadilan. Dari data di atas, ada sebanyak 963 perkara yang belum/tidak diproses secara hukum'

oreh karenaitu, terjadipeningkatan jumlah perkarayangtidakdiselesaikan secarahukumdimasyarakat,

yaitu tahun 2001 sebanyak g41 perkara dan tahun 2002 sebanyak g63 perkara yang semakin bertambah

sinispandanganmasyarakatterhadappenegakanhukumyangterjadiselamaini.

2. Pembahasan

Merlgapa penegakan lrr-rkum yang diselerrggarakan olch tiga instansi .li x:i:dapat 
terjadi

scclcmikiarlrupadanapaslja|.aktoryangbcrpcrrgarultclalarnpcncgakanhukum?Halinilahyangperlu

clibcrikan pcn jcras,n pacl^ bab ini schirrggir cr,plt nrorrlrcrikan inl'orniusi sefla tptya pcnclckatan yang

pcrlu clirakukan untuk rncrrarrggul^ngirya. Acra rrcrupa rurr y.rrg lrc'pcnga*rh crrlam prncg*kan hukunr

scpcrli ya'g clikcr'ukakan olch pr.ol'. Dr. satiipro llaha'clio clalam lrukr:nyit "'\','ri,/rrci I I,kun dulutr

Musl'rtrttktLr " (1982 ) antara laitt:

l. Kitedlrlt I Itrktrrrr/ l)ct'lttttt'lrtt ittr sctttliri

2. Pctugas/ Penegak l-lukutu

3 ' Fasilitas

4. MasYarakat'

Masalah-mas.rlifi yang umum dirn priu drlredratikar I

a. Apakah peraturan yang ada menget'

cukuP sistematis.

b.Apakahferirlrtl'j-inllii^r$:'JmcngatLu'mengenitibidangkehidul'ii''

sinklon.

,,.rrr kualii.: l1-sitclah ntct'

.rluran tefien ril PersYaI'

ing kdah hukum aru Pt tl*31 artal ah :

,iaus teftentu dalam kehjdupan masl'arakat

c. Apakah secailr

d. APakah Pe '

lr l

rc adit



Keempat permasalahan di atas telah rnasuk dalam undang-undang yang mengatur ketiga instansi

penegak hukum ini dan secara umum undang-undang tersebut telah cukup kuat untuk menjadi landasan

bagi ketiga instansi ini untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Apalagi telah dikeluarkan juga

peraturan lain yang mendukung undang-undang, sepertiPeraiuran Pemerintah, Keputusan Presiden,

dan sebagainya.

Dari segi kaeclah/peraturan sebenamya telah ada atau cukup undang-undang atau peraturan

yang mengatLtr anrara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP), Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 199 I

tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 199 I tentang

Susunan Oragiinisasi Kejaksaan, clan Unclang-Undang Nomor l4 Tahun 1970 de ngan pe rubahannya

Uncl,ng-Un<.lang Nomor 35 tahun 1999 tcntiing Pokok-Pokok Kckuasaan Kch;;r]$rtan RepLrblik

Incklncsia clun 1rcr.1tur1n llinnya. Olch karcna itu, drui scgi unclang-unclang suchh cukup bilnyak sclrltgai

clasur pcncgakan httktttn olch kctigt instansi tcrscbut.

l)alam KUIIAP Il1[ XIV tcntang Pcnyiclikan bagian kcsitttt Pcnyclidikan Pasal 102 ayat (l)

nrcncglskiur : "l)cnycliclik yang nrcngctahui, rlcncrima lapornn atau pngadlriln tcntang tcriadinya sttatLt

pcr-is{iwr.r yiurg patut clicluga rncrrrpakan tirrckrk piclarta, waiib scgcla mclakttkan tindakarl pcrrYe liciikari

yang dipcrlukan." Apabila te lalr memircrolch kcyakinan bahwa terjadrnya tindak pic!na, nraka penyelidik

segera melaporkan kepada penyidik untuk melirkukan penyidikan sebagaimana drtegaskan dalam pasal

106 KUHAP.

Mengenai kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002telahdiaturdalamBabllltentangTugasdanWewenangKepolisian,terutamapasal l4-19 yang

mengatur bagaimana sekiranya pihak penyidik yang mengetahui tindak pidana asar segera melakukan

proses clalarn penegakan hukum, misalnya Pasal i 8: "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian

Negara RT clalarn me laksanakan tugas clan r,vcrven:irignya clapat Lrcrtindak nlenurui ;rn rlrtilrnnr ;r scndirr.

.arnLln rlcmperhatiltan peratur-an pcrundang-undangan serta kocle etrk profesi Ke pollsiarl 1*egara RI'"

Begitu juga ciengan Kejaksaan dalam KUHAP Bab XV tentang Penuntutan Pasal 137 sampai

pasal 144 mengaturTugas dan Wewenangnya, sepertiPasal 137 KUllAP "Penuntui Umum knvenang
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:

meliikukan penuntLrtan terhadap siapapr-rn yang didakrva melzrtriukan tindak pidana dalam daerah hukumnya

clengan melippahkan perkara ke Pengaclilan yang berrvenang mengadili". Pasal 140 KLTFIAP dalam

hal penuntut umum berpenclapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutarl. Ia dalam

rvaktLr yang secepatnya harLrs membuat surat clakwaan. Begitu juga dengan UU No. 5 Tahun 1991

Pasal 27-28 tclah mengatLlf tcntang tLtgas clan wewcnang Kejaksaan.

Sama halnya clengan institusi pcnegak hukurn lainnya, Pengaclilan juga dalam menyelesaikan

pcrkarl rncnganut,',r,,r,."1r^t, scdc-r'hlnl, clan biaya ringan. Pasal l4 Undang-Undrng No. i4 Tahun

1970.j'ga rncnegaskan lrahwa Pcngadilan ticlak bolch mcnolak pcrkra urrtuk tnemcnkasl clan mengadili

suutr.r *rkar.ir yang cliajukan clcngu clalih blhrva htrliurn atoll pcfatLrranirya ktrrang jclas, mclilinkan wajib

,tcr'cl.iksudirp rlclga6ilirrylr. OIch kirlcrur ittr, hlrl'irlr hlrtrs scscgcrt'it ttttttlgflitt ttlcnrclcsltiliitrt pcrkara

yu.g tcr-jutlr clallrl plisyurlrklt, rvulurrpun lrcltrrn r.rclir utrrrart ylul!l nrcl.]glttttrttyit. Naltltttt ia dltllltl"

rlrcnyclcsirikirl pcr.lilrr.l tclscbrrt clcngan rrrcnrlrrurt hrrlirttn yltttu clilttlegitPllyil dltpltt tltctlyclu'saikall

pcrnritsltlltltltlt yilllg lcr'1ltli'

l)ul.rr [ritllrpg :rp1r'ut pcrrcrrilk hrrliinn. sc(]lrir krnrntitlts nrcrttlrtlg kcllLttLt]tlttt Stttrlllt-i- I)ltyit

N4.rrr.rsiu (Sl)M)11rcl1[rirllrng lplluI perrc:g.lk hrrlitrni irtitlirlsll<.lllt sallgat I'rtrattl. Nlisltlnr r plldil

iirstu'sr I(r-:polisurn,.junrlah pclsorril yang atlu bclrnrr idculdcngrrn.iLrnrlalt Pcrldutltrk, sol)cli: )'ang

clikcrriirkakiip olcS Kapolsck l)ckalbartr Kota'liutggal 30 Scptcrntrcr'2ff13 yang llle nsgantirat'kan bahwa

iclcalnya jurnlah personil polisi clibanclingkan dcngan.irrmlah pcnclLrdirk aclalah 1: 200. Naniun kcnl'ataan

yang acla angka perbanclingun tcrscbr.rt sangatjauh t'nalah mungkin 1: 400.000. OIch karcna itu. dengan

kchurangan lgsonil ini untr.rk lrcncgakan hukum sccill'a niaksimal olch instansi Kepolisiln ini strlit untuk

dicapai. Begitu juga dengan instansi pencgak hr,rkr-rm lainya scpel'ti Kejaksaan dan Pcngadilan. secar'

k.antitas-jLrga rnasih kr"rrang lrarryak. Olch karcnir itLr. pcngarLrh kckuttncan SD\1c.tl;ttll i-rcne gakrtn

hrrlilrrrrilipti:njtirli l'liktrtr'1ir-rnr,.iuunllutt-uttttkttlcttr-:p.ltiikatlllttkLrttltii ttt.r'rilli'tl\ll1

l.lurrrrn rlcnrikilrn, ticlali lranyu.jirrrlalr nl)il|irt ilc|rr-!llrk lrirkLrnr tl)'llllg nl(ln.rlilf'ltrl ic--:i'trr lt

hLrliLrn-i cliilam ma-syru.akat, yang lcbih penting lagi aclalah clari scgi kualita-s aparat lxne guk huktrm te r=e but'

ScfraS rvrluLrpun clari scgijurllahnya tcrbutas, tctapi kalau liLralitasnya cukr-tp baik ah'n d'rpat rrrcnutupi

kckuriurgan clari segijgmlah tacli. Misalnyirjunrlah pcrsonil yang arh sckarang lcbih L''i,irr ak lllcri::runyrli
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tingkat pendidikan SMU. Hal ini akan berbecla dampaknya kalau personil Kepolisian sekarang banyak

yang mempunyai pendidikan Slmaupun 52.

Di samping faktor pendidikan ada juga fziktor lain yang tidak kal:rh pentingnya ttntuk tegaknya

hukum clalam masyarakat, yaitu faktor keteladanan. Keteladanan ini aclalah sikap aparat penegak

hukum yang menjalankan tugasnya secara profesional tanpa berdasarkan kcpntingm individit ataupun

golongan, tetapi hanya bercliisarkan ketcntuan hukum yang berlakr"r. Sehingga dengan sikap yang

demikian aparat penegak hukum bennr-benar mcntaati ltuktttn secara keselttruhan. Sikap yang demikian

akan mcljacli contoh blgi masyamkat yang melihatnya tentu akm bcrpenganrh kepacla tegakknya hr"rkum.

Dcngap banyaknya pcrkara pclanggaran hukum yang tcrjacli di nlasyarlrkat yang tidak diprose s

scsulri cle ngan hukum yung trcr.laku mcnunjukkun rviburvu atutr tuulucluu cliu'i 1t'ric;rrli ltttkttm irti hltrus

clitingkatkau lagi. Sclttrb clcngarr cluta scltcrli ini nllrsyiirirkilt akun n]cnclttga llltltu lt clrtlltln ttlcncritpkatr

Sukurn apar.iit pcncgak hukurn "pilih klsih ". 13rrktirryu utllluh tidak sct-nurt;rcrkant yang dilaporkirrf

Il'tltsyitIltkittcla1latcli1lrrtscssatll1llrikcI)crlglrtlililIt.Kitlltr'tktltlylttitltttittimcrttrtt.jtrkk:rllltrll

rrrrsyur.uli.t ticluk 5isa bclrhunrp [rany,ak. N4lrluhlrn ticlirk akrrn yul'in tcgakttr it littkttttl tli rrcglttlt itli

clcrrriun hitili.

Ko'clisi r.cnclahpya wibarva apilfat pcncgak huktttn ini clapat juga clitltcrrgcrli de tlc.rti atlilttl';t

si'cliran Prcsiclcn Mcgawati kcrika rnclantik Jaksa Agung R.l yang mcngcnlukakan agrtr lcmLraga ini

clapat mcrntruktikan kepacla masyarakat bahwa "bukan lcmbaga tempat jr,ral bch pcrkara". Ungkapan

sco'r1g presiclcn yang clemikian tentu karcna aclanya inclikasi ke arah itu sclamaini. karcna tidak mungkin

acla asap kalau ticlak acla api. Oleh karena itu, pcran lembaga pcnegak hukttm l ang benviba\\'a sangil'

berpengru uh terhadap penegakan hukum di masyarakat'

IlcgrtLr lLrgaclcngan lembagaPcngaclilan ataLr Ilakint, hartrs u.icr.run-iLLkkun ,i t'larr rr clclls.rn adrin" ''

pt-ttitlttsanyirrtgclit1latciitct.irlitolchlnlts1,at.li}iat.lrLtliailptl|tlSall\lLttuirlcttitllil..i]klttrgc.jrl1l:i.

tlirrr*a' ticiali lLclil. Dar.i scgi tinglial pcnrlirlilian lutu-r'atu palii lraiiill slltt iiti ]l-r.,:rr 1)cl'l)ciltl;.lllilrrt S I '

*.alaupun scbcnamya faktor pcnclidikan ini be ir-rm mernastikan scsct)rartg lcbih ltitl. lebih pandai, dan

lcbih brlak. N*nrur dan scgipr.kernbangan teori ilnru hukum cian keaclilan saat lni sudth srttrtli komple k'

sr ukur-,s\ Lrkur para hakim ciapat bcligar scncliri , maka akan dapat mcngikLrti 1le rkenibartlr-itl ilrr'Li huktitrr



2. Saran-saran

Dengan kondisi lemahnya penegakan hukum yang terjadi seperti yang tersebut di atas ada

beberapa saran yang dapat diajukan antara lain:

a. Perlunya peraturan yang mewajibkan agar perkara yang diterima Kepolisian sesegera

mLrngkin diproses dan adanya sanksi yang dapat diterapkan kalau perkara tersebut tidak

diproses.

b. Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terutama untuk mengetahui penyebab perkara-

perkara yang tidak dilanjutkan ke Kejaksaan, dan dari Kejaksaan ke Pengadilan, terutama

dari sLrdut pandang korban dan harus ada perlindungan terhadap korban tersebut.

c. Setelah dilakukan pembenahan terhada Perda Keberssihan yang disertai Juknis dan

Juklaknya diprlLrkan lagi sosialisasi Pcrclrt sccrnr rncngakar tcrhadap masyarakat bawalt.
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